
BUPATI SAMBAS 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 13 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SAMBAS, 

Menimbangt a. bahwa untuk relaksaon.a.an etentuan Pasal 43 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Noor 113 Tahun 
2014, tentang Pengelolaan euangan Desa mengamanat kan 
Pengelolaan Keuacngan Des.a diatur oleh Bupati dalam 
bentuk Peraturan Bupati; 

b. bahwa untuk meringkatkan tat kelola pengelolaan 
euangan Des.a yang beik berdasark.an as-cs.a. 
transparan, akcuntabel, partisipatif sert dilakeukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran perlu pengaturan mengena 
Pedomasn Pengelolaan Keuangan Des; 

c. bahwa berdasarkan pertirbangan sebagairaa dimaksuad 
pada huruf a dan b, perlu penetapen Peraturan Bupat.i 
Sambas tentang Pedoraen Pengelolaan Keuangan Des. 

Mengngat : • Undang-Undang iomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perbentukan Deere.h Tilt ll di Kalimacntan (Lem baron 
Negara Republik Indonesia Tahu 1959 Noor 9, Tam bah.an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 352) sebaga 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Noror 72, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) 

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Be bes dar 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1999 Nomnor 75, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

3. Undang-Undang Nomor 17 fabun 2003 tentang Keuangan 
Negara fLembarn Negara Republik Indonesia Tahun 200.3 
No@nor 47, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 4286 



4.Lndang-Undang 
Perbendahara.an 

Tahun 
(Lem baran 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355l; 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelola.an dae Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o 
Norr 66, Tabahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia 
Noror 4400); 

6. Undang • Undang Nonor 6 Tahu 2014 tentang Deso 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 204 Nomor , 
Tuba.han Lembaraen Negara Republike Indonesia Nomor 
5495); 

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nono 5587) scbagain.aca telah dua eali 
diubah den terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
Tahu 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undan 
Nono 23 Tahu 204 tentang Pererintaha Daera.h 
(Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
8, Tambahan Lemberasn Negara Republik Indonesia Nomor 
56791, 

8. Peraturan Pererintah Normor 58 Thu 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Noor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Noror 4578); 

9. Peraturan Pemerinta.h Nomor 38 Thun 2007 tentang 
Perbeagian Urusasn Pererintaha.n Antare Pererintah, 
enerintaha Darah Provins.i da emerintaha Daera.h 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republike Indonesia 
Tahun 2007 Noror 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nome 4737) 

10. eraturan Pererintah Nono 43 fun 2014 tentang 
Peraturan Pelakavnaan Undasng Undang Nomor 6 Tahu 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 204 Noror 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noor 5539 

l Peraturan Pemerintah Noror 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan d.an 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norr 5558] sec bagairman.a telah diubah dengan 
Peraturan eeerintah Noror 22 Tahu 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerinta.h Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapeta dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 



Menetapkan 

Indonesia Tahun 2015 Nonor 88, Tarbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noner 5694); 

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 
tentang Pedoman Pengelolean Keuangan Daera.h 
sebagairmana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan 
Peraturan Menteri Dalas Negeri Nomore 1 Thu 201f 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 20I4 
tentag Pengelolaan Keuangan Des.a (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahu 2014 Nomor 209.34; 

14. Peraturan Daera.h Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan euangan Daera.h 
(Lembaran Daera.h Kabupaten Sambas Tahu 2008 Nomof 
4 

15. Peraturan Darah abupaten Sambas omor Tahun 200 
tentang Desa (Lembaran Dara.h Kabupaten Sambas Tahun 
2009 Nomor I; 

MEMUTUSKAN. 

PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Dala Peraturan Bupati ini yang diraked dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Sambas 
2.Pererintahan Daerah adalah Pererintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut 
asas otoomi dan tugas pem bantan dengan prinsip otonomi selua 
luasnya dalam sister dan prisip Negara eatuan Re publik Indonesia 
se bagairana dimake.sud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

3, pemerintah Daerah adala.h Bupati dan Perangkat Daerah sebagad unsur 
penyelenggaura pemerinta han dacrah 

4, Bupati adala.h Bupati Sambas. 
S. Carat adala.h pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerita ha.n 

di wilayah kerja ecarat.an yang dalam pelaksanaan tugas.n1ya 
meperoleh pelimpahan kewenangan pemeritahan dari Dupati untu 
menangani sebagan urusan otonori daerah, dan menyelenggarak.an 
tugas urn permerint.aha. 



6. Desa adalah Desa da Desa Adat atau yang disc but dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyaura.kat hukum yang 
memiliki betas wilaya.h yang berwenang untu.k mengatr dan mengu.rs 
urusan pemerintahan, kepentngan fnasyarak.at setempat berda.sark.an 
prakarsa masryaura.kat, hake asal usu dan/atau hake tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesat uau 
Republik Indonesia 

7 Pemerintaha Desa adalah penyelenggaura.an urusan pemerinta.han den 
kepentigan masyara.k.at setempat dalarm sister emerinta han Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Des.a ataru yang dise but dengan nama 
lain dibantu Perangkat Des.a scbagai unsuar penyelenggara Pererintahan 
Desa 

9. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah perim pin 
emerinta.h Deso yang berwenang, berhake dan berkewagon 
menyelenggarakan urun rurah tangga sendiri dalam hal 
pemerinta han, permanguan dan pemberdayaan rnasyaura..at 

10. Badan Permusyawaratasn Desa at.au yang selanjutnya disingkat DD 
adalah lembaga yang melakesacakan fungsi pemerinta.han yang 
angotany.a merupakan waleil dari penduduk Des berdasarkan 
keterwalilan wilayah dan ditetapan sccara demo.kratis. 

I. Peraturan Kepala Dess adaah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetaplan oleh Kepala Des yang bersifat mengatur dalam rang.a 
melaksaaka eraturan Des dan peraturan perundang-undangan yang 
le bih ting 

12. Keuangan Desa adaah semua hake dan kewajiban Des yang dopa 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupea uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanan hake dan kewajiban Deso 

13. Pengelolaan Keuangan Des adalah keseluruhaen kegiatan yang meliputi 
pereneanan, pelaksanaaon, penataus aan, pelaporan dan 
pertanggugiarwaban keuanga Des.a 

14. Rencana Kerja Pererintah Deso, selanjutnya disc but RKP'Des.a, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangla Menengah Desa (RPJMD) 
untuk jangka wa.ktu I (satu) ta.hun 

5. Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Dea, selanutnya die but APBDes8, 
adalah reneana keuangan tahunan Permerintaha Desat. 

16. Dana Desa adala.h dana yang bersumber dani Anggara.n Pendapatan dan 
Delanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan Belanja Da rah Kabupaten dan digunakan untuk 
membaya penyeleggaraan pemerinta haon, pelaksanaaun pem bang.nan, 
pembinaan kemasyaura.katan dan per berayaan asyara.kc.at 

7. Sumber Pendapatan Desa adala.h sera sumber penerimaasn Des.a yang 
berupa Pendapatan Asli Dea, Bagi Hail Pajak Dacrah dan Retribusi 
Daera.h abupaten, Alokasi Dana Desa, Iantuan Keuangan, Hibah dan 
Sumbangan dari Pihake Ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain 
pendapatan Desa yang sah. 



18. Pendapatan Ashi Desa adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil 
usaha desa, hasil aset desa, has.il swadaya, partisipasi dan gotong royong 
dan lain-lain pendapatan as.hi desa yang sa h 

19. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah sumber 
pendapatan desa yang beraeal dari sebagian pendapatan pajak daera.h 
dan retribusi daerah. 

20. Alokasi Dana Desa, slanjutnya disingkeat ADD adala.h dana perimbangan 
yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaraw Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sambas setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

2L. Pendapatan Desa adaah hake Peerintah Desa yang diakeui sebagai 
penambah rilai kekayaan bersih dalam l (satu) ta.huan anggaran yang 
tidak perlu dibaya kerbali oleh Desa 

22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang 
merupaka kewajiban Desa dalam l (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diperoleh pembaryarannya kernbali oleh Dea. 

23. Pembiayaan Deso adalah serua penerimaan des yang perlu dibayar 
kerbali dan/atau pengelua.an des yang alas diterima kerbali, baik 
pala ta huan anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuan anggaran 
berikutnya 

4, Bantuan euangan ad.ala.h bantuan dadamn bentuk tang dari Pererintah 
Pusat, Pererintah Provinsi dan/atau Pererintah Daerah kepada 
emerinta.h Deso dalam rang.a pelakanaan uruan pemerinta h.an 

25. Hibah adalah pemberian dalam bentuk ang ataru barang ataru jas dari 
Pemerintah Pusat, Pererintah Provinsi dan/atau Pererintah Daerah ata 
pihak Ketiga kepada Pererintah Dea yang scar% pesifik telab 
ditentukan peruntulannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta 
tidak secara terus meneru. 

26. Sumbangun Piha.k Ketiga alalah pemberian dalam bentuk uang dan/a tau 
barang dari persorangan ataru instansi lain di luar Pererintah Pusat, 
Pererintah Provinsi, Pererintah Daerah dan Pererintah Des yang da pot 
berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan 

27. Kekayaan Des adalah borang milik Des yang beras dari kekayaan as 
desa, dibeli atau diperoleh atas be bean Anggaran Pendarpatan dan Belanja 
Desa atau perolchan hake lainnya yang sah. 

28. Kelorpoke transfer adalah dana yang bersumber dari Angara.n 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Provinsi dan Angaran Pendapata Belanja Dacrah Ka bupaten 

29, Peregang Kekua.scan Pengeelolawn Keuangan Des.a adalah Kepala Desa 
atau sebutan nan.a lain yang arena jabatannya mnempuya kewenangan 
menyelengara.kan keseluruhan pengelolaan euangan Deso 

30. pelaksana Teknis Pengelolaan Keuargas Des.a, selanjutnya disc but 
prpD adalah unsur Peraugkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanak.an pengelolaan euangan Deso 

31. Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat Sekdes adalah bertinda.k 
selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuagan Desa 

32. Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kasi adalah unsur dari 
pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya 



33. Bendahara Desa adalah unsur staf seckretariat desa yang membidang 
urusan administrasi keuangan untu.k mnenatausa hal.an keua.ngan Des.a 
dalam ranga pelaksana A9BDes 

34. Rekening Kas Desa adala.h rekening tempat menympan tan$ 
Pemerintaha Desa yang menapung seluruh penerima.an Desa d.an 
digunakan untuk membeyar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang 
ditetapkan 

35. Penerimaan Desa adala.h uang yang berascal dari seluruh pendapatan 
Desa yang mask ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa 

36. Pengeluaura Desa adaah uang yang dikeluacrkan da APBDes.a meladui 
Re kerning Kas Desa 

T. Swadaya rasya.rakat adala h kerampuan masyara.k.at kearah pemenu ha 
kebutuhan balk jangka pendek maupun jangka panjang sebagai bentu.k 
partisipasi masryaralat terhadap pembanguan 

38. Surplus Anggaran Des ad.ala.h selisih le bi.h antara pendapatan Deso 
dengan belanja Desa 

39, Defisit Angara Desa al.ala.h selisih kurang antara pend.a patan Desa 
dengan belanja Desa. 

40. Sisa Lebih Perhitungan nggaran yang slanjutnya disingkat SIL.PA 
adala.h selisih lebih readies peneriroan daon pongeluaroan anggaran 
dalam APD se lama satu periode anggaran des@. 

42. Peraturan Des adala.h peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Deso setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Perruyawaratan Des.a 

43. Dana Cadangan Des.a adaah dana yang disisihkan untuk mendanad 
kegiatan yang penyediaa dananya tidak dapat sekaligus/se penuhnya 
dibebankan dalam satu tahun angqaran dan ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

44. Hariadalah Hari Kerja 

BAB Il 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Mak.sud itetapkannya Peraturan Dupati ini sebaga pedoran kepad.a 
Pemerintah Desea dalam pengelolean keuangan des 

Tujuan Peraturan Bupati ini dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 
dadamn pelaksanaan pengelolaan keuangaan Deso 



Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliput 
a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa, 
b. Kekuasaan pengelolaan keuarggan Dea, 
c, APBDea; 
d. Pengelolaan Keuangaen Desa, 
e. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, 
f Perngawas«an; dan 
g. Sanksi. 

BAB II 
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

(l) Keuangan Desa dikelola berdaark.an asaves.as transperan, auntabeh 
partisipatif serta dilakula dengan tertib dan disiplin angga.ran 

(2] Pengelolaan keuangan Desa sebagairana dirake sud pada aryat (l), dikelola 
dalam masa lfsatu) ta.huan anggarasn yalei rulai tanggal I Jarnuari seam pa 
dengan tanggal 3I Desember 

(3) Transparan sebagairman.a dirak.sud peda ayat (I) merupakan prinsip 
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untu.k mengetahui dan 
mendapatan ass informasi sclueluasnya ten tang euangan des. 

(4) Akuntabel sebagaiman diraksud pada aryat (l) merupakasn kewajiban 
seseorang untuk mempertanggngarwabkan pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya dan pelakaaan kebijakan yang dipercaryaka.n kepadanya 
dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang tela.h ditetapkan 

(54 Partisipatif sebagairana dirake.sud pada aryat (I), dimakeudkan agar da lam 
pengambilan keputusan peada proses penyusunan daon peneta.peen AP'BDesa 
harus me hibatkan partisipasi masyaura.at higa maryarakat mengee ta h 
aka hak dan kewajibacnnya dalarn pelaksanaan 4993De8a 

(6) Tertib dan disiplin anggaran sebagairmana dimaksud pada ayat (I) bahwa 
keuangan des.a dike lola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung 
dengan buketi-bukti administrasi yang dapet dipertanggungar wabkan dan 
dilaksanakan esuai ketentuan yang berlak 

BAB IV 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

(I Kades adalah pemegang kekuascan pengelolaan keuangan Desa dan 
mewakii Pererintah Desa dalam ke perilikan kekayaan milik Desa yang 
dipisahkan 

2) Kades see bagaperegang kekuasaan pengeloloan ea.ngan sebeagairoa.no 
dimaksud pada ayat (l), mempunvai kewenangan 
a. menetapkan kcbijaan tentang pelaksanan AP'BDsa, 
b. menetapka pp; 
c. menetapk.an petogas yang melau.an pemungutan penerimaan dea, 
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang diteta pkan dalam APBDe8a, 

dan 



e. noelaulan tidal.an yang roengalibe.tan pengehuaran atars be ban 
AP9De 

f relakulean ilatan perjacn.ji diengaon pi.hake ketiga 
(3 Kades dapat mendelegasilea lewenangen scbagain.an.a pala aryat (2) huruf 

lej dan huruf (f kepeda Kasi 
44 eduhula daon ewera.ngaon aes ebogair.a.a diroad peda aryat [ll 

de areat ( dilaeaala oleh fenjabet (j} Kades dalam hal jabatan 
Kepala Des dija.beat oleh P. Kales 

( Dalam hal terjadi kekosogaon jabet.an Kales ate Kales berhalangan 
etap/berhalangaon serpent.aura, la kedudulan dan kewenangan Kales 
scbegaimanua dialed peda arvat (l dan aryaat 2, dilaksanalean oleh Pj 

6 Sebelun eputan penesaha 1j. de diterbitao, meal.a led udukaon 
dan ewen gen dies sebeginner dirked pela aryat (l) dan [2) 
dilakesanalcaon oleh Selades dan atau Pera.nglet Dess yang ditunju.k oleh 
Caoat 

(7 Kade dala. oela.anal pengeloloon ea.ngaon des diboontu oleh 
prep. 

(n pppsebegreea lira.dud dadarn peed 6 aryet (6) bra.sad dari unr 
Perangkat De 4, yang tendiri dari 
a Selle 
b Kai den 
e. Benda.hara 

( PnDcbera.ea dieseled peda aryat ( ditetaplan dengan Ke put uson 
Kegel De 

t. eputu pal De sbbegr.ea diraked peda aryat [2} berlau 
untuk I fatuj tarn ang nan 

(4) Dalam h prpp behalangan sementara dalam kurun I (satu) sarpad 
dengan 3 (tiga bula at.au bertuadang.n tetaqp, mrala eroegang Kekua.a.an 
Pengelola eungan De dapot ooeonju. penganti serentaera at.au 
pens.i ttap yang ditetaplan den.gaen eputusaan epala Desa sela.ku 
peen lu aen Penelolen Keuconn Dee 

tn Selades seb gi dinaud dala peed 7 aryat (I) huruf a, bertinda.k 
ea.oordinator pelacancan teni pengelolean keua.ngan Deso dan 
bertang jarwablepeda Kade 

6Sele elk oordinator peal na teni pengelolean keutgan Deso 
ebegairan.a dirake.sud poda aryat (l4, mempunyai tuga 
a. menyusun da moelakanala lcbijaan pengelola A9Dea, 
• 0enryusu anoaorgan Peraturan Desa tentag APB'Dest, perubahan 

AP8Des an pertaonewa.be.n pela.avoe. APB.De, 
c. lala gene ndala terhadap pelaaoaan egat.an yang tela.h 

ditetaplan dalam APB3Dea, 
d. enyuon pelaporan dan pertangengaowa.boon pelana.an AB.Des 

da; 
e. relaka.la venudlai tetap buki bu.kti penetira da pen.e ltaran 

AP8Dea 



(l) Kasi sebagairman.a dimake.sud dala sad 7 aryat (l) huruf b bertindak 
sebagad pea.ana kegatan sesuai dengan bidangnya 

(2) Kasi sebagamana dima.ksud pada ayat (I), mempuya tugas 
a. menyusun rencana pelaanavan egatan yang menjadi tan.in 

jawabnya; 
b melakukan kegiatan dan/atau bersaura Lem baga Kemasyarakatan Desa 

yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 
e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas be ban 

anggaran belanja kegiatan apabila Kales telah mendelegasikan 
kewenangan sec bagaiaca dengan pas.al 6 ayat [2) huruf (gl 

d. mengendalikan pelalsanaan kegia tan, 
e mela porkan perkembangan pelaksana.an kegiatan kepada Kades; dan 
f. menyviapk.an dokumen angaran at.as be ban pengeluaran ega tan. 

Pasal 10 

(I) Benda.hara sebagaimana diraksud dala Pasal T ayat (I huruf e di ja bat 
oleh staf pada Uruan Keuangan. 

(2) Benda.hara sec bagairman dirake.sud peda ayat (I) mempunyad tugas 
mnenerima, menyipan, menyetoran /membayar, menatausa ha.an, an 
mempertanggungiawabk.a penerimasan pend pata Desa dan pengeluaran 
pendapatan Desa dalam rangka pelaksacna APB3De#. 

(l APBDa terdiri atas 
a. Pendapatan Dea, 
b. Belanja Dess; dan 
e. embayaan De. 

(2) Pendapatan Dess se begairaena diraked peda ayat (I) huruf a, 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis 

(3) Belanja Desa scbegairana dirmaksud pada ayat (I) huruf b, 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis 

(4) Pembiayaan Desa sebagairanae dimaksud pada aryat (I) huruf c, 
diklasifikasikan menurut kelom po.k, kegiatan dan jenis 

Baian Kesa tu 
lendpt De 

Pasl 12 

( Pendapatan De""aimana dimaksud pada Pasal 11 ayat () huruf a 
meliputi semua penerimaan tang melalui rekerning Desa yang merupeak.an 
hake Desa dalam (satu) tahuan anggaran yang tidak perlu dibayar kerm bali 
oleh Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagairman.a dimake.sud pada Pasal 1l aywt (I huruf a, 
terdiri atas kelorpo: 



a. Pendapatan Asli Desa (PADesa]; 
b.Transfer; dan 
e. Pendapatan lain-lain. 

(3) Kelompok PADesa sebagaim.an.a diakssud pada ayat [2) huruf a, terdiri 

ataus ens 
a, Hasil uaha; 
b. Hasnl aset, 
e. Swadaya, partisipasi dan gotong royong dan 
d. Lain-lain pendapatan ashi Deso 

(4) Hasil usaha Desa se bagaimana diraksud pada ayat (34 huruf a, antara lain 
hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), tanah kas Desa, humbung Deso, 
hasil usa ha ekonomi Dea. 

(5 Hasil aset sec bagairman.a dim.aksud pada ayat (3) huruf b antara lain 
tam batan perah, pasar Dea, tempat permandian urn dan jar1ngan 
irigas 

(6 Swadaya, partisipesi masyarakat dan gotong royong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (34 huruf e adalah membangun dengan kekuatan 
sendiri yang melibatan peran erta rnasyaura.k.at berupa tenaga, barang 
yang dinilai dengan uang 

(7y Swadaya, partisipesi masyarakart dan gotong royong s bagamana 
dimaksud pada aryat (6) tidak melaui rekening desa sec bagaimana aryat (ll 
daas 

(8) Lain -lain pendapatan asi Desa scbagar.aa dimakud pada aryat (34 huruf 
d antara lain hasil punguta Dess 

Pasal 13 

( Kelompok transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasad 12 ayat (2) huruf b, 
terdiri atas jeni 
• Dana Desa, 
b. agin dari Hail Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah; 
e. Alokasi Dana Dea (ADD; 
d. Bantuan Keuangan dari App Provinsi; dan 
e. Bantuan Keuangan A99D Kabupaten. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Desa scbegarana dimaksuad pad.a 
ayat (l) huruf a diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati 

(4 Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimak sud 
pada ayat (l) huruf b adalah 
a. Bagi Hasil Pajak Daerah; dan 
b. Bag Hail Retribusi Daera.h 

(4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sec bagarana 
dimaksud pea aryat () huruf a dan b untuk massing-masing Dess 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

(5 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi da Kabupaten se bagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf d dan e dapat bersifat urum dan khusus 

(6) Bantuan Keuangan bersifat khusus scbagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikelola dalam APBDsa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggunan paling sediet 70% (tujuh puluh perseraturs] dan paling bany.a.k 
30% (tiga puluh perseratus) 



Pasad I4 

(I)Kelompok pendapatan lain-lain sebagairmana dimaksud pada Pasad 2 
ayat [2) huruf c, terdiri atas jenis 
a. Hibah dan sumbangan dari piha.k ketiga yang tidak mengikat; dan 
b. Lain-lain pendapatan Desa yang ah. 

(2] Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 
sebagaimaca dimake sud dalam Pasal 14 huruf a adalah pemberian 
berupa uang dari pihake ketiga 

(3) Hibah dan Sumbangan dari pihake ketiga sebagairman.a dimaksud dalam 
ayat (l huruf a meliputi 
a. Hibah dari Pererintah, 
b Hibah dari Pemerintah Provinsi, 
e, Hibah daei Pemerintah Daerah; 
d. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Organises/Perusahaan; dan / ata 
e. Hibah dari Perorangan; 
f. Sumbangan dari Kelompoke Masyarakat /Organisasi/Perusahaan; 

dan/at.au 
g Surbangaen dari Perorangan 

(4] Lain-lain pendapatan Desa yang sa.h sebagaman dimaksud dalam ayat 
()hurufb, antara lain 
a. Pendapatan sebegai has kerjasara dengan piha.k ketiga,dan 
b. Bantua Perusahaan yang berlokasi di Dea 

Bain Ke du 
Bel$ De 

Pa.al LS 

(I) Belanja Desa sebagairana dimaksud dalam Pasal II ayat (I) huruf b, 
meliputi semua pengeluaran dari Rekeening Des yang merupa.kan 
kewajiban Des.a dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak a.k.an 
diperoleh pembayarannya kembali oleh Des. 

(2) Belanja Desa sebeagaimana dima.ksud pada aryat (l dipengunakan da lan 
rangka mendanai penyelenggaraasn kewenangan Dea. 

(3) Belanja Des yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan 
etentuan 
a. Paling sedikit 70% (tajuh puluh perseratus) dari jumlah ang8a.ran 

belanja Deso digunakan nuke mendanai penyelenggaraaon 
emerinta.h Deso, pelaksanaan pembanguan Dess, per bin.aan 
emasyara.katan Dess, dan per berdayaaon fasyara.k.at Dess; dan 

b. Paling banyak 30% (tig puluh perseratus] dari jumlah anggaran 
belanjg Desa digunakan untuk : 
t. Penghasilan ttap dan tunjangan kepala Desa dan peranglat 

Desa ' 2.Operasional Pererintah Dee; 
3. Tunjangan dan operasionad Bladan Permusyaowaratan Desa, daon 
4. Insentif rukun tetangga, rukun wanga dan Kepala Adat 



(l Klasifileaesi Belanja Desa scbagaimana diraksud dalam Pesa I ayat (l) 
hurufb, terdiri atas kelormpok 
a. Penyelenggaraa Pemerintahas Des.a; 
b. Pelaksanaan Perbangnan Dea, 
e. Pembina.an Kemasyarakatan Desa; 
d. emberdayan Mayara.lat Desa; dan 
e. Belanja Tidak Terduga. 

(2 Kelompok belanja sebagairmana diraksud pada aryat (I dibagi dalam 
kegiatan sesuai dengan kebutuha Desa yang telah dituangkan dalam 
RKPDesa. 

(3 Kegiatan sebagairman.a dirak.sud pada aryat [2 terdiri atas jenis belan1ya 
a. Belanja Pegawa; 
b. Belanja [arang dan Jasa; daon 
e. Belanja Modal 

Paal 17 

(l) Jenis Belanja Pegawai sebegaimana dimaksud dalam Pasad I6 ayat (3) 
huruf a, diangarlan untuk pengeluaran 
a. Penghasilan tetap Kades dan Perangkat Des, 
b. Tunjangan Kade dan Peranglat; dan 
e. Tunjargan BPD 

(2) Belanja Pegawai sebegairmana dimakud pada ayat (I) dianggar kn 
dalam kelompoke Penyelenggaraen Pemerintah.an Deso, kegia tan 
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

(3 Belanja eguwad sebegaimacna dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya 
dibay«arkas setip bulan slama I (satu) tahun anggaran 

(4 Besaran belanja Pegawai sebegairaa dimakud pada aryat (3 diatur 
dengan Keputusaen upati 

(5 Kades, j.Sades dan Perangkat Des yang berasal dari PNS tidak 
enerima penghaslan te tap 

Pasal 18 

(l Belanja Iarang dan lasa sebegaraena diraked dala Pusal 16 ayat () 
huruf b, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian/ pengada.an barang 
yang nilai manfaatnya kurang dai 12 (dua belasj bulan yang rudah 
pecah, fusoak dan buan merupea.an objek pere lihara.an. 

(2 Belanja Barang dan Jasa sebagairman.a dimaksud pada ayat (I) antara 
lain 
a. Belanja Alat Tulis Kantor, 
b. Belanja Benda Pos; 
e, Belanja Dahan/material, 
d. Belanja Pemehiharaan, 
e. Belanja Cetak/ penggandaan; 
f Belanja Sewa Kantor Desea, 
g Belanju Sew Pelengkapan dan Peralatan Kantor; 
h. Belanja Makanan «dan Minuran Rapart; 
i, Belanja Pakaian Dinars damn Atributnya, 
j. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hai fertentu 
k. Belanja Perjalanan Dina.s, 



L. Belanja Upah Kera; 
m, Belanja Honorarium Narasumber /ahli; 
n. Belanja Operasinal emeritah Desa; 
o. Belanja Operasional BPD; 
p. Belanja Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan Kepala Adas% 
q. Belanja Pemberian barang pada masyaralat /kelorpok masyaraat 
r. elarja Jars.a kantor; 
s. Belanja Kursus/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis; dan 
t. Belanja Jasa Pihak Ketiga, 
u. Belanja Honorarium Tim/Paritia kegiatan; 
v. Belanja Uang Sidang BPD; 
w. Belanja Jasa Tenaga Ahli; dan 
x. Delanja Jasa surans Kesehatan bag Aparatur Pemerintahan Desa 

(3y Belanja Pemelihara.an sebagairman.a dimake sud pada ayat (2) huruf d, 
antara lain 
a. Pemeliharaan gedung 
b. Pereliharaan perala tan kantor; dan 
e. Permeliharaan perlengka pan kantor 

(4 Belanja Sewa Perlengkapan daen Peralatan Kantor sec bagaiman.a 
dimaksud pada ayat (2) hurufg antara lain: 
a. Sewa meja kursi; 
b. Sewa tenda; 
e. Sewa sound syten, 
d. Sewa generator; dan 
e. Sews proyektor 

(54 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebegairman.a dim.aksud pada ayat 
(2) huruf i antara lain: 
a. Pukaia Dina Harian, don 
b, Pakaian Dina Lapa.rgan 

(6) Belanja Pa.kaian husu dan Mari-Hani Tertentu se bagaimana dima.ksud 
pada ayat (2) hurufj, antara lain 
a, Pulesian alat istiadat; dar 
b. Pukaian Batik Tenun Cini Khas Dae rah, 
e. Pakaian Olah Raga. 

(7) Belanja Perjalanan Dins sebagaimana dimalsud pada ayat (2) huruf , 
antara laon 
a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan 
b. Perjalanan dinas luar deerah. 

(8) Belanja Insentif Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Adat 
sebagairaa dimaksuad pada aryat [2) huruf p adalah bantuan uang 
untuk operasioa lembeag /Rw dalam rangka membantu 
pelaksana.an tugas pelaya.nan peneerintaha, perencana.an 
pembangunan, etentraan dan ketertiban serta pemberdaya.au 
maryarat Desa. 

(9 Belanja Pemberian Bararg pada masyarakat /kelompok masyara.kat 
sebagaimana diraksud pad ayat (2) huruf q, dilakukan untuk 
menunjag pelaksanavan ega tan 

(I0 Belanja Jase Kantor scbagairman.a dima.ksuad pada ayat (2) huruf r, 
antara la 
a. Listrik; 
b. Telepon; 
b. Air; dan 
c. Surat Ka bar/ Majalah 



(II) Belanja ursus/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan 
sebagairman.a diraksud pada ayat (2) huruf s, adalah untu 
penyelenggRaraan atau pengriraan peserta, aunt.aura lain 
a. Kurus singkat; 
b. Pelatihan ketram pilan; 
e. Bimbinga Teleis; dan 
d. Pendidikan dan Pelatihan 

(12) Belanja Jasa Pihak Ketiga sebagaimane dimaksud pada ayat (2) huruft, 
adalah utuk perorangan di luar aparatur pemerintaha.n ea, a.nta.Ti 
lain 
a.Dokumentanr, 
b, Deloras; 
e. Tenaga Kebersihan; 
• Tenaga Keamanan; dan 
e. Petugas Doe 

(13) Belanja Jasa Asuransi Kesehatan bagi aparatur Pererintahas Des 
se bagirana dimakud pada ayat (2 huruf x yang ditanggung adala.h 
lstri/ Suami dan anake makesimal 3 (tiga orang scsuai dengan Kartu 
Keluanga 

(14) Belanja barang dan Jase sebagainacna dima.ksud pada aryat (I) tidak 
termasuak sebagaimana yang diraked aryat (2) sampai ayat (l2) ma.ka 
da peat ditambahkan apabla merenuhi ketentuan barang dan jaa. 

(I5) Belanja operasional pemerintah desa sebesat 80% (dela pan puluh 
perseratus] dari jumlah belanja 30% (tiga puluh perseratus) setelah 
dikurangi belanja pegawadi dan belanja lnsentif RT/ RW dan Kepala Adat. 

(I6) Delanja operational BD sbesar 20% (dua puluh perseratus) dari 
jurlah belanja 3O% (tiga puluh persertus] setelah dikurangi belanja 
pegawad dan belanja insentf RT / RW dan epala Adat. 

(I) Belanja Modal sebagairmana dimaksud dalam Pasad I6 ayat (3) huruf e, 
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan 
barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua be las) 
bulan. 

(2) Pembelin/Pengadaan borang atau bangunan sebagairman.a dirak.sud 
pada aryat (I) digunakn utu.k kegiatan penyelenggran kewenangan 
Dea. 

(3) Belanja Modal sebagaran.a diraksud dalam aryat ( yang 
pemanfaatannya le bih dari 2 (ua belas) bulan, antara lain 
• Belanja modal Komputer; 
b Belanja modal Meja dan Kursi (me beulair); 
c Belanja modad Mesi Tie; 
d Belanja modal Peralatan Dapur; 
e Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor; 
f Belanja modal Perlengkapan Kantor; 
8 Belanja modal Ta.nah, 
h Belanja modal otruks Malan; ,. Belanja modal Kontruksi Jembatan, 
I Belanja modad Jaringan Air; 
k. Belanja modal Pengad.an He-wan Ternak; dan 

' elanja modal fanauran 



(I)Dalam Keadaan Darurat dan/atau Kcad.aan Luar Biase (KLB), 
pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang behum tersedia 
anggarannya 

(2kKeadaa Darurat dan/atau KL sebagaiman.a diraksud pada ayat (ll 
merupaka keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak dihara plan 
berulang da/atau mendesa. 

(34 Kadaan Darurat sebagairman.a dim.aksud peada ayat (l4 antara lain 
dikarenaka beneaena ala,osial,kerusaan saran den prasaran.a 

(4)Keadaan Luar Bias.a sec bagar.ana dirake.sud pada ayat (I) karena 
KLB/wabah. 

(5 Keadaan darurat dan luar biasa sebagairman.a dimnak.sud pada ayat [) 
da (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupat 

(6 Kegiatan dalam keadaan darurat sbagaimana dirake.sud pada ayat (J 
dianggarkan dalam Belanja Tidak TVerdugo 

Bagi«a Ke tlg 
ebiyan De 

Pasad 2l 

(l) Pembiayaan Dea sebagaimana dimake sud dalam Pasal Il ayat (I) hurul 
¢ meliputi semua peneriraaon yang perlu dibaryaer kerbali dan/at 
pengeluaran yang aka diterima kerbahi, beik pada tahun anggaran 
yang bersangkeutan rapun pa.de tahun-tahun a.nga.ran berikutnya 

() Pembiayaan Des.a sebagarena dirak.sud pada aryat (l) terdiri atas 
kelorpo. 
a. Penerimaa erbiayaan, dan 
b. Pengeluaran Per biayan 

(3 Peneriraan Pembiarya.an sbegaiana dimnak.sud pad.a tryat [2) huruf a, 
encakup 
a. SiLA tabun se belurnya, 
b. Pencairan Dana Cadangan; dan 
c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipiahkan 

(4) Sit.PA ebagairana diraksud pada ayat (3) huruf a, antara lain 
pelampauan peneriaan pendapat.an terhadap Delana, penghena ta 
belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

(54 SiLPA sebagairesna dima.sud poda aryat (4] merupakan penermaa 
yang digunakan untuke. 
a. Menutupi defisit anggaran arpabile realisasi pendapatan le bih keeil 

dari pada realisasi belanja; 
b. Mendanai pea.anaan kegat.an lanjutan; dan 
e. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

an@garan belumn diselesauk.an. 
(6) Pencairan Dana Cadangan sebegairacna dirake sud pada ayat (3 huruf b 

digunakan untuk mnenganggark.an pencairan dana caagan darr 
rekening daa cadanga ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran 
berkenaan 

f7)Has penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan see baguiman.a dimaksud 
pada aryat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan 
kckaya.as Desa yang dipisa hkan 



(l Pengeluaran Pembiayaan sec bagairman.a dim.aksud dalam Pua 2I ayat 
(2) huruf b, terdiri dari 
a. Pembentukan Dana Cadangan; dau 
b. Penyera.an Modal Desa. 

(2) Pemerintah Des.a dapat membentuk daa cadangan se bagaimaa 
dimaksud pada aryat () huruf a untuk mendanai kegiatan yang 
menyediakan dananya tidak dapat seckaligus/sepenuhnya dibebankan 
dalam satu ta hun a4ga.ran 

(3 Pembentukan dana cadangan sebagaimana diraksud pada ayat (2) 
ditetaplan dengan Peraturan Dess. 

(4) Peraturan Desa sebagairman.a diraksud pada aryat (3 paling sedikit 
meruat 
a.Penetapan utan pembentukaen dana cadagan, 
b. Program daan kegiatan yang akasn dibiaryai dari dana cadasngan, 
e. Besaran dan rineian tahunan dan.a cadangan yang haru 

dianggar kan, 
d. Sumber dana cadangan; daon 
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan 

(5y Pembentukan dan cadangan sebagaimaa dimaksud pada aryat () 
dapat bersumber dari penyisihan atas penerinaan Deso, kecuali dar 
penerimean yang penguaannya tel.ah ditentukaen scare khusus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6 Pembentukaen dana cadangan sebagairman diraksud pada ayat (l) 
huruf a ditempatkan pada rekerning tersendiri 

(7) Penganggaran dana cadangan tidake melebihi tahun akhir masa ja boa tan 
epala Deso. 

(8) Penyertaan Modal Desa sebegairmana diraksud pada ayat (l) huruf b 
hanya digunakan untuk nodal da BUMDa atau menasmba.h modal 
BUM Dea 

BAB VI 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 23 

(lSekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB3Dea 
berdasark.an RKPDes.a tabun berkena.a 

(2] Sekdes menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB3De8a 
kepada Kales 

() Rancargan Peraturan Desa tentang APBDesa se bagairmana dimaks uh 
pad.a ayat () diapaikan oleh Kades kepada Sadan Permusyawaratan 
Desa untuk dibahas dan disepakati bersaa. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang AP'BDesa disepakati bersara 
sebagaimane dimaksud pada aryat (3) paling lambat bulan Oktober 
ta hun berjala. 



(I)Rancangan Peraturan Des tentang APBDesa yang telah disc pakat 
bersara sebagairman.a diraksud dalam Pasad 23 ayat (34 disampaikan 
oleh Kades kepada Bupati melalui Carat atau sebutan lain paling 
lambat 3 (tiga) harisejak disc pakati untuk dievaluasi. 

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes.a se bagamano 
dimaksud pada ayat (l paling lama 20 (dua puluhj hari kerja sejak 
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

(3) Dalar ha Bupati tidak memberikan hassil evaluasi dalam betas waktu 
sec bagaiman.a dimaksuad pala ayat (21, Peraturan Desa terse but berlaku 
dengan sendirinya 

()Dalam hal Bupati menyata.an has evaluasi fancangan Peraturan Lesa 
tentang APBDsa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kades melakukan 
penyempurnaan paling lama T (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

Paws 25 

(l)Apabila hasil valuasi tidak ditindaklanjuti oleh Kades sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan epala Desa tetap meneta pk.an 
Rancangan Peraturan Dea tentang APBDesa menjadi Peraturan Dea, 
upati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputuan Bu pati. 

(24 Pembatala Peraturan Desa sebegairman.a dirake.sud pada aryat (l 
sekaligus menyatakasn berlakunya pegeu APBDesa tahuan angqaran 
se be luya 

(3 Dalam had Perbatalan sebegairacna dirkesud pada aryat (2) Kade 
hanya dapat relakuk.an pengehuaran terhadap operasional 
penyelenggaran Pererintah Des 

(4) Kades memberhentikan pelaksanaan Peratuan Desa paling laura T 
(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimnana dimaksud pada ayat 
() dan selanjutnya Kales bersarna 9pp mnencabut peraturan des@ 
dimaksud. 

(I)Bupati da pat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Deso 
tentang APBDesa kepada Carat atau se butan lain 

(2)Camat menetaplan hasil evaluasi Rancangan AP'BDesa sebagama.na 
diraksud pada ayat fl) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja seja.k 
diterimanya Rancanga Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(34 Dalarm hal Carat tidak memberikan hasil evaluasi dalam betas wa.ktu 
sec bagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa terse but berlaku 
dengan sendirinyi. 

(4) Dalam hal Carat menyatakan basil evaluasi Rancangan Peraturan Deso 
tentang AP'BDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang le bi.h tinggi, Kades melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tuju.h) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya has.il evaluasi 

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kades se bagaimana 
dimaksud poda aryat (4) dan Kades tetap renetaplan Rancaga 
Peraturan Desa tentang A9BDesa mnenjact% peraturan Des.a, Carat 
Menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa Kepada Bupati 



(6 Pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Des.a tentang AP'BDea 
kepada Carat diteta plan dengan Peraturan Bupat. 

Bagiawn Ketiga 
Pelak sanaan 

Pasal 27 

(lSemua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rang.a pelaksanaan 
kewenangan Desa dia.sanakan melalui Keening as Lea 

[24 Des.a wajib membuka (satu Re'kerning Kas Desa atas nama Des.a paha 
Bank Pererintah yang ditetaplan dengan Keputuan Kepala Dea. 

(3) Pembukaan Rekening Kas Desa dan pencairan Dana di Bank harus 
ditandatangai oleh Kepala Des den Benda hara. 

(4) Khusus bagi Desa yang behum memiiki pelayanan perbankan di 
wilayahnya maka pengaturannya diteta plan oleh Bupati 

(5] Semua peneriraacn dan pengeluaran Desa sebegaimana dimaksud pad.a 
ayat (l) harus did ulung oleh bukti yang engkap dan ah 

Pasa 28 

(l4Pererintah Desa dapat melakukan punguta Desa yang diteta pkan 
dalam peraturan Des 

()Desa berwenang melakukan pungutan at.as jasa us.aha se pert 
a. perandan uurnu; 
b wisat des.a, 
e. poser de; 
d. tambatan perahu; 
e. keramba ikan; 
f. pelclangan ikan; dan 
g. lain-lain 

(3] Pererintah Dess dilarang melakukan pungutan at.as jasa layaonan 
administrasi yang diberikan kepada masyarakat Des.a 

(4)Jasa layanacn administrasi sebagairman.a dimaksud pada aryat [) 
meliputi 
a. surat pegan tar; 
b Surat rekomendasi; dan 
c surat keteraga 

( Benda.hara Desa dapat menyimpan tang dalam Kas Desa pala jumlah 
tertentu dalan fangka rerenuhi ebutuhan operas.ional Pemerintah 
Desa 

(6) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dengan eputusan 
Bupati 

(l]Pengeluaran Desa yang mengalibatkan bebean ABDesa tidak da pat 
dilakukan sebelu Rancangan Peraturan Des.a tentang APB3Des.a 
ditetapkan menjadi eraturn Des.a 

(2) Pengelusran Desa sebeganan.a dioak sud peda aryat () tidak termas. 
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 
perkantoran yang ditetaplan dalam peraturan Kepala Des.a 



(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian 
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa 

(Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuke melaksana.kc.an 
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran 
Biaya. 

f2) Rencana Anggaran Biaya scbagaimaen.a di.aksud pada aryat (l 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa 

(3 Pelaksana Kegiatan bertanggungiarwab terhadap tindakan pengehuaran 
yang menyebabk.an atas beban angqaran belanja egatan dengan 
mempergunakan Bukeu Pembantu Kas Kegiatan sebaga 
pertangquangiawa ban pelaksanasan kegiatan di Des 

(l)Berdasarks Rencana Anggaran Biaya scbagaimana dima.ksud da lam 
asa 3O ayat (l) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Perrintaan 
Pembayaran (SP kepuda Kepala Dea. 

(218PP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak boleh dilakukan 
se belumn barang dan atau jaa diterima 

engajuan SP sebegimacna dirakesud dalam Pusal 3l ayat (I) terdiri atas 
a. SP; 
b. Pernyataan tanggngirwab belanja; dan 
e. Lampiran bukti tranai 

(I)Dalam pengajuan pelaksaaaan pembayaran sebegadrana dirak.sud 
dalam Pas 32, Sekdes berkewaiban untuk 
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembaryaran yang diajukan oleh 

pelaksana kegar tan, 
b. Menguji kebenaran perhitungan taghan at.as beban APBDea yang 

tereantum dala perminta.an per.bay.Aran, 
e. Menguji etersediaan dana untuk kegiatan dima.k.sud; dan 
d. Menolak pengajuan permintaan pembeyaraen oleh pelaksana kegiatan 

apabila tidak memenuhi persyaratan yang diteta pk.an 
f2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekdes sebagamana 

dimaksud pada ayat (l], ades enyetwjui perrintan per bayaran an 
benda hara melakukan pembaya.ran 

(3 Pembayaran yang telah dilakukan sebagairmana dimaksud aryat (Z) 
8elanyutnya bend.a hara mela uan pencatatan pengeluaran 

Bendahara Desa sebagai wajib pungut peajak penghasilan (ppny dan pajak 
anmya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potogan dan pajakK yang 
dipungutnya ke Rekenig Kas Negara sesuad dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 



Pengadaan Barang dan /atau la.sa di desa diatur tersendiri dengan 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pad.a ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

bagian Keempat 
Mekanisme Pengajuan dan Pencairaen Dana 

(Penyaluran Dana dilakeukan secara bertahap pada tahun berjalan 
dengan ketentuan 
a. Tahap I paling lambat pada bulan April scbesar 40% (empat puluh 

perserats) dari jumla.h eseluruhan belanja des kecuali dana 
Bantuan Keuangan dai Provinsi Kalimantan Barat disaurkan 
seluruhnya yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan yang 
berlaku; 

b. Tahap ll paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh 
perseratus) dari jumlah keseluruhan belanja desa; 

e. Tahap Ill paling lambat bulan Oktober sebear 20% (dua puluh 
perseratu]. 

(2) Penyaluran Dana sebagairmana dimake sud pada aryat (I dilakuan 
dengan car remindahbukeukan dari Rekening Kas Daerah e Rekerning 
Kas Des. 

(3 Penyaluran Dana sebogairman.a dirnaksud pode aryat (I) huruf a,b dan ¢ 

kecuali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tergantung pad 
ketersediaan dana Pererintah Daerah 

(4) Pencairan ta.hap berikutnya da pat dibayarkasn arpabile realisasi 
euangan minimal 70% dari dana yang diterima tahap se belumnya 

(5) Penyaluran Dana Ta hap I sebegarana dimaksud pada ayat (l huruf a, 
dilenglapi dengan 
a peedes RJMDes, 
b. Perdes KPDes tahun berjala, 
e. Perdes laporan pertanggurggjawa.been realisasi pelaksanan APBDes 

ta hun se be lunya, 
d Perdes APBDes tahun berjalan; 
• Laporan realises peak.anaan AP9Des ta hun se be lumya, 
f. Laporan pertangguagarwaban lenglap tahuan sec belumnya, 
g. Surat perrohonan pencauran ta hap, 
h. RAB (terinci); 

PD Tuhapl (sampai jenisj; 
j. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa; 
k. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih / F 

Kales; 
l. Keputusan Kepala Desa tentang Perunjukan Benda hara Desa; 
m. Fotocopy halaman de pan buku rekening; 
n. Fotocopy buku rekerning rekening oran mula Dulan Jana.r 

tahun berjalan sampai dengan kondisi terak hir 
(6) Penyaluran dana tahap ll dan Ill sebagairana dimaksud pada ayat (l) 

huruf b dan e dilengkapi dengan 



a. Perdes Perubahan APBDes tahun berjalan (a pa bila terda pat 
perubahanj; 

b. Laporan realisasi pelaksana.an APDes tahap sebelumnya, 
e. Laporan pertanggungarwabean lengkap tahap sebelumnya minimal 

realisaei 70«% dari dana transfer yang diterima; 
d. Surat permohonan pencairan tahap II /Ill; 
e. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa (apa bila 

terdapat perubahan); 
f Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Des.a ter pilih f 

Pj. Kades (apa bila terdapat perubah.an); 
g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Benda hara Desa 

(apa bila terdapat perubahanj; dan 
h. Fotocopy halaman de pan buku reke ring 

(7]Dalam hal penetapan euangan Des terlam bat, m.aka mnekaisme dan 
waktu penyaluran da pat disesuauk.an dengan tetap berpedoman kepa6 
APBDeSa 

(8 Mekanisme pengajuan dan pencaran dana sebagaimana SOP terlamnpir 

Pal 37 
Perubahan 4AP9Des 

(l)Perubahan Peraturan Desa tentang AP'BDes dapat dilakukan a pa bila 
terjadi 
a. Keadaan yang menyebebk.an harus dilakukan pengeseran antar jenis 

belanja; 
b. Keadaan yang menyebabkn sis le bih perhitungan angaran (8iL.PAN 

tahun se belurnnya harus digunakan dalam tahun berjaan; 
e, Terjadi penambahan dan /atau pengurangan dalamn pendapatan Des@ 

peda tahun berjalan; 
d. Terjadi peristiwa khusus, sperti bencana alarm, krisis politik, krisis 

ekonoi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
e. Perubahan mendaar at.as kebijalean emerintah dan Pererintah 

Daera.h 
(2) Perubahan ABDsa hanya dapeat dilakukan l (satu) kali dalam I (sat) 

ta hun anggaran 
(3) Tata cara pengajuan perubaha A9BDea adalah sacra dengan tata care 

penetapan A9Dea 

(I)Dalam hal BHantuan Keuangan dari Provinsi dan APBD Kabupaten serta 
hibah dan bantuan pihake ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan 
stelah ditetaplannya Peraturan Dess tentang Perubahan APBDes8, 
peruba han diatur dengan Peraturan epala Desa tentang Peru ba ha 
APBDeSa 

(2 Perubahan APBDes sebagairman diraksud pad.a ayat (I) 
diinformasika kepad BPD 

Bagian Ketiga 
enataus.aha.an 

(1Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

Pasad 38 



(2Bendahara Desa wa.jib melakukan pencatatan seap penerimaan dan 
pengeluaran serta melakukan tutup bu.ku setiap ak hir bulan secar« 
tertib 

(3) Benda.hara Desa wajib mempertanggungiarwabkan uang melalui la poran 
pertangguangiarwa ban; 

(4)Lapora.n pertangguangiawabean sebagaimana diraksud pada ayat (3) 
disampaikan setiap bulan kepada Kades dan paling lambat tanggal Io 
bulan berikutnya. 

(lPenatausahaan peneriraan dan pengehuaran sebagairman.a dima.ksud 
dalam Pasad 39 ayat (2), menggun.akan 
a. Bukeu Kas Umuma; 
b. Buku Kas Pembantu Pajak; den 
c. Buku Bank 

(2) Pendapatan dalam bentuk uacng wa jib disetor paling lama 3 (tiga) hari ke 
rekening desa. 

Bagian Keempat 
Pela poran 

Pasad 4l 

(I)Kades menyampaikan la poran realisasi pelaksana.as AP'BDes.a kepada 
Bupati cq. Kepala BPMPD melalui Carat berupa 
a. laporan semester pertara; dan 
b. laporan realisasi keuangan sampoi dengan ta.hap kedua 
c. laporan semester akhir tahun 

(2Laporn semester pertarn.a sbeagairmana dimakud pada ayat (I) huruf a 
berupa laporan realised APBdes 

(3) La poran realisasi pelaksanun A9De sbagman.a diraksud pad.a 
ayat (I) huruf a disarpaikan paling larbat pada akhir bulan Juli tabun 
berjalan. 

(4)La poran realisasi keuangan tahap kedua paling lam bat akhir buan 
September tahun berjalan. 

(5) Lapora.n semester akhir tahun sbagairman.a dimaksud pada ayat (lJ 
huruf b disampeikan paling lamnbat pada akhir bulan Januari ta.hun 
berikutnya 

(6) Pela poran euangan desa dilengkapi sesuai dengan Standar Operasiona 
Prosedur (so 

(7)Mekanisme pelaporan sebagairmana di.aksud pada ayat (6) mengac 
pada SOP 

(8] SOP sebagaimana dimaksud aryat (7) tercanturn pad.a Lam piran 
Peraturan Bupati ini. 

bagian Kclima 
Pertanggungiarwa ban 

Pasal 42 

(lades menyampeikan laporan pertanggurgarwaban realisas 
pelaksaa.an AP'BDes kepala Bupati setiap akhir ta huan au.ng8a08.0 



(24Laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan AP'BDes.a 
sebagairmana dimaksad pada aryat (I), terdiri dari pendapatan, belanja 
dan pembiaya.an. 

(3 La poran pertanggungiarwaban realisasi pelaksana.an APB3Des 
sebagairana diaksud pada aryat (2), ditetaplan dengan Peraturan 
Desa. 

(4 Peraturan Desa tentang laporan pertanggungiarwaban realisasi 
pelaksanan APBDes.a sec begairan.a dimaksud pada ayat (3) dilam piri 
a. format Laporan Pertangungiarwaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.a 

Tahun Arggaran berkenaan; 
b. format Lapora Kekarya.an Mibike Des per 31 Desember Tahun 

Ang~aran berkenaaon, da.n 
e. format Laporan Program Pemerinta.h dan Pererintah Daerah yang 

mask ke Des8 

Pasa 43 

Laporan Pertacngungiarwabean Realisasi Pelaksanan AP'BDesa se bagaiman.a 
dimaksud dalam Pusal 42 ayat () merupalan baggian tidak terpisahkan dari 
aporan penyelengaran Permerintahasn Dea 

(I)Laporan realisasi dan laporan pertanggungarwa bean realisasi 
pelaksanus AP'Des sbagar.ana dirak.sud dalam Paa 4 dan 42 
diinformasikan kepada masyaura.kat scar tertulis dan dengan media 
informasi yang mud.ah dias oleh masyaura.at 

[24 Media informasi sebegair.aea dimaksud pada ayat (l) antare lain papa.n 
penguuman, radio korunit.as, dan media informasi lannya 

Peal 45 

(l)Lapora realises.i dan laporan pertangungiawa ban realisasi 
pelaksanae APBDesa sbegarana dimakud dalam Pasad 42 ayat (lJ 
disampaikaen kepada Bupati co. epala BPMPD melalui Carat 

(2) Laporan pertanggungiawa ban realisasi pelaksana.an A,9Des.a 
se bagaimana dimaksuad pada aryat (I) disamnpaikan paling lam bat I (satu) 
bulan setelah akhir ta hun apgaaon berkena.a. 

format Rancangan Peraturan Desa ten tang AP'BDesa, Buku Perbantu as 
egiatan, Rencana Aggaura.n Diary.a dan Surat Perrinton Perm bay aran 
serta Pernyataaen Targgungiarwab Belanja, Lapora Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa poda semester pertama dan semester ak hir tahun serta Lapora 
Pertanggungiarwaban Realisasj Pelaksanaaen APBDes.a scbagairman.a 
dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 30 ayat (I) dan (3, Pata 32 huruf a dan 
huruf b, Pasal 40 dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran yang 
nerupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan upa 



pents.ah Apes 

Bagian Kesatu 
pela peat 

(l) Penatausahaan APBDea dilaksanaleas oleh Bendahara Desa. 
2) Benda hara Desa see bag peat.a usa ha see bagairman.a dimaksuad pada ayat 

(l) Mempunya tugs menerira, menyimpeaon, menyetork.an/membarya, 
dan mempertangungawabkan pendapatan ea dan belanj desa dalam 
rangka pelaksaca.an A9B3Des.a 

(3 Bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu Benda.hara Desa 
(4] Benda hara Desa dalam melaksanaan ugas.nya sebagaran.a dima.ksud 

pada ayat [2) bertanggg jarwab kepada Kepala Dea 

aia edu 
esganglet Bend hr De 

Pad 4.8 

(Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Des untuk setiap I (satu) tabun 
anggaran 

(2) Pengangkatan Bendahara desa ditetaplan dengan eputusan Kepala Dea. 
(3) fendahara Des se begiracna dimaksud pada aryat (I4 diangkat dari unsr 

staf sekretariat desa yang mer bidang uruan administrasi euagan 
(4) Dalam hat terdapat kekosongan unuar staf sekretauriat desa yang 

membidang urusan keuangan sebagaura.na diraked pada aryat [), 
Benda hara Des dapat diangkt dari unsur pelaksana tekenis yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 

Begin Ketig 
ea lent.h 

(l4Benda hara Desa wajib melaku.an pencatatan setiap penda pat.an dan 
belanja de#a serta melak u.an tutup bu.ku setap ak hir bulan secara tertib 

(2 Benda hara Desa wajib mempertangungiawa bk.an uang melalui laporan 
pertanggungiawa ban. 

(3) Laporan pertangungiarwabean sebagairman.a dimak.sud pada ayat [2J 
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lam bat tang8gal 
0 (sepuluhj bulan berikutnya 

(4)Penatasahaan pendapetan dan bclanja dea mengguna.aon 
a. buku kas uru, 
b. buku kas pembantu pajake; dan 
c. buku bank des&. 

(5 Format, bentuk, dan struktur penatarusahaan pendapatan dan belana desa 
se bagamana dirak sud pada aryat (4 tercantum dalam lam piran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dai Peraturan Bupati ini 



(l)Pencairan dana dalarm rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Des.a 
dan Benda hara Desa 

[2) Setiap belanja desa dike luarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepal 
Desa dan «dibukukan beserta bukt pengeluaran yang sah dan da pat 
dipertanggungiawabkan 

(3 Setiap pengeluaran pembiaya.an dilakeukaen setelah mendapat persetujuan 
dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah 
untuk dipertanggungiawa bkan 

Benda hara Desa dapat menyimpan tang dadamn bentuk tunai dalam Kas Desa 
paling banyak Rp 10,000.000,0O sepuluh juta rupiah) dalam rangka 
memenui kebutuhan operational pemerintah dea 

BAR VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APBDESA 

(I)Kepala Desa melakukn pembinaan dan pengawa.san kepeda Benda hara 
Deso 

(2) Pengawasan epala Des kepada Benda.hara Desa sebegamana dirakud 
pada ayat (l) dalam had penatausahaan AP'BDes melalui pemeriksaan 
administrasi keuanga desa stiap akhir Bulan. 

BAB IX 
Pembinn, Monitoring dn Evalui 

(l Perbin@an pelaksanaan pengelolean keuangan des dilaksanakan oleh 
Bupati dan secara operasional dilaksanal.an oleh adan Pemberdaya.an 
Masyaura.at dan Pererintahan Desa serta Carat 

(4 Pembinaan pelaksanaan pegelolean keuafgan Desa oleh Bupati me hiptit 
a. Memberikan pedoran administrasi keuangas Desa; dan 
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaran APBDesa yang 

mnencakup peevusunan, pelaksanaan, penaausaha.an, pelaporan, dan 
pertangungiowa bean AP'BDeat, pelaksea.naan dan pertangegaowa ban 
APBDeSa; 

3) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan des.a oleh Carat meliputi 
a. Memfasilitasi penyusunan A9BDe8a, pelaksanaan dan 

pertanggungiawaban APBDesa, 
b. Memfasihitasi administrasi euangan Desa, 
c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan des dan pendayaguaan asset 

Deso 



(4) Satuan Perangkat Kerja Daera.h yang membidangi urusan pemeriksaan, 
keuangan dan anggaran, pererintahan des.a, dan Carat berkewajiban 
membina dan mengawasi pelaksaaan APBDesa sesuai dengan ugas 
pokok dan fungsiya 

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, 
dilaksanakan olet Tim yang dibentuk dengan Keputus.an Bupati. 

BAB VIII 
PENGAWASAN 

(I) Pengawasan terhadap pengelolaan dean penggunaan keuangan Desa da pat 
dilaksanal.an oleh maya.rakat dan aparat pengawas internal pemerint h 

(2) Pengawasarn oleh masryarakat sebagairman.a dimakssud pad.a aryat (), 
dilaksaakasn oleh BPD daen ditujulean terhadap kebijakan pengelolaan dan 
penggunan keuangan Dess 

(3 Pengawasan oleh Ap@rat Pengarwas Internal Pemerintah sec bagaimana 
dimaksud pala aryat (), ditujukan terhadap kebiakan pengelolaan, 
penggunaan dan pertangungarwabannya 

(4) Pengawasan sec bagairman.a dimakud pada ayat (I) diberikan dalam bentuk 
evaluasi rancangan Peraturan Dess tentang APBDes.a, pengkajian, 
penelitian, peeriksaan, dan evaluasi penyelengsaran ABDes.a yang 
mencakup penyusunan, pelaanaaon, pan.at.aura ha.an, pela poran, (da 
pertangguagar wabeasn A9Dea 

(5 Apabila berdsarkan hasil pengarwan oleh mayarak.at se bagamana 
dimaksad peda ayat (2) diterukan indikasi terjadinya penyimpangan 
dan /atau penyalahgunaan pengunassn keuangan desa, ma.k 
penyelesaianya dilaksanakan secara berienjang mulai dari Tingkat Deso, 
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten 

(6) Apabila berdasurkaen hail pengawasarn oleh Apa.rat Pengawas Internal 
Pemerintah sebagairana diraksud peada aryat (3) diterukan indikasi 
terjadinya penyimpangan dan/atau penyala hgunaan terhadap kebijakan 
pengelolaan, pengqunaan dan pertanggungiarwabannya, mak.a 
penyelesaiannya dilaksanal.an sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku 

(l) Terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dan/ atau 
penyelewengan dalam tengelola dan menggunakan keuangan Desa 
dikenad sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(2] Dalam hal pengelola keuangan Desa tidak da pat 
mempertanggungiawabkan pengunaan keuangan Des.a karena tindak 
pribadi, aka penyelesaiannya dibe bankan pada yang bersang. tan 



Pada sat Peraturan Bupati ii berlaku, makea Peraturan Bu pati Sambas 
Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sambas Tahu 202 Naror 243) beserta peruba hannya 
dicabut dan dinyataka tidake berlaku 

Peraturan Bupati ini mulai berlakcu pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peratura Bupati ini dengan penempatannva dalam Berit Daera.h 
Kabupaten Sambas 

Ditetapkaen di Sam bas 
pada tanggal 4 Mei 2015 

BUPATT SAMBAS, 

TTD 

JULIAR'TT DJUHARDI ALWI 

Diundangkan di Sambas 

pada tanggal 4 Mei 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 
JAMLAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 N0MOR 13 

Salinan Sesui Derga Aslinya 

KEPA, IAN 
DAN PERU! N 

Pembina (IV/a 
NIP. 196/40112 200003 1 003 



LAMPRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR I3 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEU'ANGAN DES4 

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DES4 

KEPALA DESA •..••. 
KCAMATAN ooooooooo 

KABUPATEN SAMBAS 

RANCANGAN PERATURAN DES4 ........... 
NOMOR o TAHUN. 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANA DESA 
TAHUN ANGARAN ••• 

KEPALA DESA .....oooooooo 

Menirbang ta. bahwa seuai den.gaon etentuan lad 34 aryat (4 erat uran 
Darah Kabu paten Sarna Norot 1 Tau 2009 tentang Dea 
epal Des tenet.ark.an fen.gan feature Des tentang 
Aggare Pendapatan dee Belaeja De. (A9 Dea 

b. bahwa Rancaon.ga feraturan Des tent.acg Angran Pendapatan 
dan Belanja De (APB Dea) sbegiran.a dim.add pada hruruf 
a, tel.ah dibah.a de diepekti bersaa Sadan 
ferruyaewarata De; 

¢ bahwa berdark.an pertibegas sebarn. dirake.sud pada 
huruf a da huruf b perlu eenetapk ancangan erat uran 
Dea a.coo ..tentang ran Pend.apeat.an daen Delanja Dea 
faun Ang9aan coo 

L. Undang-Undang 27 Tun 1959 tentang Penetapan 
Urda-Udang Darurat Norr 3 Thu 1953 tentang 
Pembentukan Dara.h Tingk.at ll di alimantaen (Lem barraen Negara 
epublike ldoes fh 1959 Norno 9, Tab.ah.an Lembaran 
Negara Republike ladlovesia Nornor 352 ebeagai Undang Undang 
(Lembaran legara Republike Indonesia Tabrun 1959 Nomor Tl, 
Tarnbahuaen Lembaran egaura Re pu bbk Indonesia Norr 18.20 

2 Undang-Undang Nornor 6 Ta.bun 20I4 tentang Des (Lema bar an 
Negara taha Republike Indonesia Tahu 2014 Noor T, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 549.5 



3 Undang-Undang Noror 23 Tahu 2014 tentang Pererintahan 
Daera.h (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun OI 
Nomor 224, Tarn.bahaon Lem.bares Negara Republik Indonesia 
ioror 5587) sbaga.man.a telah du.a kadi diubah dean terakhir 
dengan Undang-Undang Noror 9 Tahu 20LS tentang Perubaha 
kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahu 2014 te0tang 
Penerintah.an Daerah [Lembarae Negara epublike Indonesia 
ahun 20I5 Nornor S8, Tarn.bah.an Lem.baran Negara Republik 
Indonesia Nor6r S679 

4 eeaturae Pemerinth Noor 43 Tahu 204 tentang Peraturan 
Pelakoanaaan Undang Undang Noror 6 tabun 204 tentang Deso 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 204 Nomor 213, 
farnbahan Lermbaran egaura Republik Indonesia Noror 5539; 

• Peraturan Pemerintah Noror 60 Tahon 20I4 tentang Dana Des.a 
Yao Bersomber Dan Ag""""""van dan petunia Ne 
(Lembaran egaura epu blike Indonesia Tahu 2014 Norn6r I68, 
Tar bah.as Lem.bar«en Negara epublik Indonesia Nor.or 55584 
begair.en. tel.ah diubah den.ga Peraturue emerintAh Noor 
22Tahu 20I5 tentag Peru bahaon art.as Peraturaen Pererinta.h 
Noesor 60 Tahu 20I4 tentang Dana Des. Yang Berumber Dari 
Agan Pendapatan dan Dela.nja gar Lembaran Negara 
Republike Indonesia Ta.bun 20I5 Nornor 8.8, Tambahan Lem.baran 
Negara Republik Indonesia Nono 56- 

6. Peraturan Menteni Dadamn Negeri Nornor 111 Tahun 2014 tentang 
Ped van Tekni Perat uran di Des (Derita Negara epu blike 
lndones Tahu 20I4 Norn 209I 

7 Peraturan Menteni Dala Aegeni Nornor 113 Tahun 2014 tentang 
edoran Pengelolan Kuan.gan De. (Derita Negara Re pu blik 
Indonesia Tahu 2014 Naro 209.3 

8. Peraturan Dora.h ab paten Sambas Nornor Tahu 2009 
tentang Dea fLerbaran Doerah abu paten Samba Tahu 200 
Nono 2; 

9 Peraturan lay died 

Dengan Keepakatan Derr 
BADAN PERMUSYAWARATANDES4 ...oo... 

da 
KEPALA DESA ...o.. 

MEMUTUSKAN 

RANCANGAN PERATURAN DES4 oo.. TENTANG 
PENDAPATAN DAN BELANJA DES4 TAHUN 

Mp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Arggarae Pendapata da Belaja Des. Tahu Ang-ran 
benut 
f pendapats Des. 
2. Belanja Des 

a. Bidang Penyeengggara.an Pemerinta.h Dea 
b. Bidang Pembangnan 
c. Bidang Pembina.a erasyaakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyara.k.at 
e. Bidang Tak Terduga 
humla.h Delana 



Surplus/ Defis.it 

3. Perbiayan Des.a 
a Penerima Pembiaya.an 
• Pengeluaran Per.baryaan 
Selisih Pembiayaaa -b 

Rp .•• .- 
Rp ..••••. 
Rp, ,,,,,,,,,,,,,.,..,.,,,,,,,, 
Rp .•••....•..... 

Pa.ad 2 
Ura lebih lanut rnengen.ad Angara Pendapetan dae elanj De sebeggar.an.a 
dinaked Pua I, tercantu dad larpire Peraturan Des ii berupa Rineian 
Struktur Angara Pendapataen daen Delana Des 

a8ad 
Lapiran se beggar.as.a dialed dala peal erupeak bagan yang tidal 
terpis.ahka dai Peraturan Des in 

Paa 
Kepala Des menetaplan Peraturan epala Des dan/at.au Keputuan epala Des 
gun.a pelakeaa fertua De in 

Pa.a 5 
Peraturan Des in muala berial peda tav$al iuandangn 
Agr tip orang dapat er.getahuny.a porrint.aha.n pengundana feature 
Des iri dengan penerpate.ya da Lerbaran De..% 

puetaplan di % 

Telah di Evaluasi bpeti/wallot.a 
.n. Carat + 

c ·•··················••· , 

i-oifl tanP . 

KEPALA DESA ........ ... 



PENJELASAN 
ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DESA •..• o 

NOMOR ... •. TAHUN.... 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN ............ 

I. UMUM 
Dala peerintaha de, peneengar. uruan pemerintahaan davn 

may.ark.at diperlukae adaya kesir.boa.nae ant.a.a perlira.a.n pendarpatan De 
dengan Belaja Dea yang terung dad.an Peraturan Dea ten tang Angara.n 
Pendapata da Belanja Dea ••••• Kecar.at.an ....%., Kabupaten 
Saba. Pebentula Peraturan Des. ind erupaka au.as.ah Uedag-Uhndang 
dala rangk pelake.ea oit.one De. dale had penyelengarson 
peneerintaha da perm.ban.gun.an di De 

Peraturan Des.a ini merupeal.an pedor n begi Pererinta.h Dea dala 
menetaplan le boa.n yang trait dengaen Pererintah Dea, bad.k yang beral 
daj Pererintah fut, Pererinah Provins da Pereritah Kabupaten maqu pun 
yang bera.ad dai Pendapaten Ali De. Berd alean Pereria.an Des, dun 
Anggarasn Delana Dea.. Tahu Angara.n yang juga merupal.an 
pengeluara. at eaten rut.in de ela.n per.boa.nun.en di de 

I PASAL DEMI PASAL 
Pal l 

Cukup jela 

Paal 2 
Cukup jela 

Pad 
Cukeup jelas 

Posa 
Cukup jela. 

Psad S 
Cukup jelas 



KESEPAKATAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DAN 

KEPALA DESA ... 

TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG 
ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .••• 

NOMOR •... TAHUN ...•.•.. 

ada hari ini .oo.... ta.n.gal oo.......Bulan.... Tahun Dua ibu 
oooooooooo..berterpat d oooooooooooooooooo Le. oooo.,ecan.ata 

•. Kab4pate Saba, pa %car apt Pnipurn 9pp e 

menyepa.kati bera.a terhad eeaturan De .. tentang Angara.n 

Pendapatan daon Delana De Tahun Ang.ran •... tuk ditetaplan menjadi 
Peraturan Des 

Na.kh Perturan Dease bag.r.a.a teer.apr 
Denikian Kee palate Ber. dibat di .ooo 

oleh Ketua gala perry.awart.a De. 
.... ·········· . 

• .....•....• • . . 20 • 

BADAN PERMUSYAWATAN DESA .• 

KECAMATAN ...oooo.. 

... . . . 

.... ..... .. KEPALA DESA .... 

KECAMATAN ....... 

............ . . 



DAFTAR HADIR 
RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA 

KECAMATAN ........ KEBUPATEN SAMBAS 

...... . . . . ..... ... 
·········· ..... 

NO NAMA ABATAN AL.AMAT TANDA TANGAN 

' 3 • 
- 

- 

BADAN PERMUSYAWATANDESA ..» 
KECAMATAN .....oooo..... 

................ 

..... . .. 

KEPALA DES4 

KECAMATAN 



LAM PRAN ERATURAN DESA •• 
NOMOR • TAHUN 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANG6ARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES4 
PEMERINTAH DESA...oooo 
TAHUN ANO6ARAN... •.• 

KODE 
REKENING 

' "i 
"i ' ' ' ' ' ' ' ' 2 

' ' 3 

' ht ' ' 2 2 

2 
PENDAPATAN 

Pew.dapetan Transfer 
Dana Dee 
hogan dani hal pajake &retnibu d era.h 
apaten/ota 

ANOGARAN KETERANGAN "! 3 4 

' ' 

' 2 3 Aloli Dan De 

I ' 2 • Bantusn eua.ngaon 

' 2 

' 2 4 2 Batun abpten /Got 

' 3 ewide ' Lain lo 

' 3 ' Hibah dan Sum began dari pihak keJ 

- yang tidal menglat 

' 3 2 Lain Lan eday tan Dea yangs 

JUMLAH PENDAPATAN 

1 Belanja arag da ha 
- Alat Tulis Kantor 
- Be da OS 
pakaia Din dfa Atnibut 

' 1 

BELANA 

EI- 
_],{» mer er» oo 

Tunjangan Kepala Da dan Perangkat 
Tunjangan BPD 
Operas.ioa Perkantoran 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 
2 1 



KODE URALAN ANGGARAN KETERAN6AN 

REKENING (p. 

' 2 3 4 

pakaaen Din.as 
Alat dan [aha Kebersihen 
• perjalaa Dina. 
Perelihaen 
- Air, Listrik,dan T 
Honor 

dot. •.....•...•• . ••··· 
2 ' 2 2 Belanja Modal 

+ Kor ter 
M dan Kur 
Mesin T1 

. d• ......................... , 
2 ' 3 Opera.ion.ad 9PD 
2 ':t' ' Belanja B an dan Jae. 

- ATK ' 
Pe a da. 

' 0nu apt 

�dot ................... ,,,, ... ,., .. 
2 ' 4 .. RTRW 
2 ' 4 !Pela Borns dn Jo 

ATK 
Pendon 
of. 

• 6M ................... , •• -, ••••.. 

2 2 Bidang Pela.la.nan Pero.begun.an De 
% ' =E: 2 2 ' ' Bela.j Pegwad 

Honor PanitiTien 

' 2 ' 2 Belanja arang dean as 
Upah 

- Honor TK 
- ATK 

±=as- Dina 
..................... ., 2 1 3 Belanja Modal 
men 
Material ' 

� 
• dot. ....••....• 4 .., 

2 2 zze= .., 
2 2 ' Belanja Pegerwe 

� aca � 2 2 " 2 elanja da a.sat 



2 

KODE 
REKENINO 

,l. 
- U 
Honor TK 
- ATK 
- an, iium ope 

an Dina 

ANGGARAN KETERANGAN 
(Rp. 

3 4 

5% 
dt . 

2 2 3 Kqptan••••••• ••••••••••••••••••••HO•• 

+ Fasitai Kegat.aon endidk.an 
Beran@ dan Jae 

- dOII , ••••• 

bi re... kooui 
elnja Pew 

Honor Tien Pembina.an er »yard.at.a. 
Keg%t em.bi etentreaen don 
etertiban 
Belanja Baran dan ha 
• Honor Pela tih 
+kKon.urn 
Behan Pelathan 

' 
' 

23 2 

2 3 2 

2 3 
2 3 

- - - - 
53 

23 3, 

' ' 
- da. ·•····•••·• 

2 3 3 2 Belnja Modal; 
Material 

I 
faiho Ke bins e seam 
Belanja barang dan Joas 
- ATK 
- Maka Minun 
loo 

23 4 2 

- 23 5 

- 

dt . 
Belanja Modal 

Material 
Fasiitasi"gatan Bidang esehat.an 

Honor 



KODE 
REKENING 

' 23,/. 
23 6 

2 
Fasilitas Kepada Keluanga Mis.kn 
Belanja arang dan ha.sea 
- Santunaun 

ANGGARAN KETERANGAN 
(Rpl 

3 4 

la 

Maka Mirue elatihn 

Kegitan elatihaen LPM de RT/R'W 
Baran.g dan ha 2 4 

2 4 
2 4 

4 Bidang rdaye May.aakt 

• ' . Honor Tie Pemberdaya Mayra.kt 

2 4 2 Kegiatan Pelatiha Kepaa Dea dan 
Pera.nglat 

2 4 2 ' Delana Barn.g dan ha 

• ATK 
Honor Pela th 

Honor 
- Maka Munn 



KODE URAIAN ANOGARAN ETERANGAN 
REKENING (Rpl 

' 2 3 4 

t 4 6 Perin$tan Kafasita PK 
', 4 6 ' Belanja Barang daen Jaa 

- ATK 
Honor 

1 -Maka Mmun 

2 4 7 Perink.tan afast.a La. 
2 • 7 ' Belanja barang darn ha.a 

Honor 
Maka Mr 

2 4 8 eningatan Kafait Perna Olah.rag 
2 • 8 t Belanja Modal: 

- Se an Olah fig 

2 5 Bidang Tak 
2 5 ' Kean Keio«din Lr Bi 
2 5 ' 2 elanj rang dam ha 

Honor tin 
Kon.surd 

I' I 't' 
+0Moat0bat 
dt ........................ 

.. � .............................. 

JUMLAH BELA.NA 

SURPLUS / DEF1SIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 ' ii= 3 ' t SIL.PA 
3 1 2 Pencairan Dana Caden.g. 
3 1 3 Hail Ke Dea Yang dipiah.la 

JUMLAH (RP) 

3 2 voter o-= 
3 2 ' Pembentulean Dana Cadangan 
3 2 2 Penyertaa Modal Dea 

JUMLAH (RP) 

KEPALA DESA 

Nara Jelars 



B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BAYA [RAB] 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

DESA.. ooo..KECAMATAN. 

TAHUN ANGARAN ...... 

I Bo<la,1• . . • •..•..•..•.••.••.••.• 
Ke$eta Loo o or 

3 MWaktu pelakesane 

NO URALAN VOLUME 
HARGA JUMLAH 
S4TUAN 

(8pl 
(Rpl 

' 2 3 • 5 

JUMLAH (Rp.) 

··········•··•·· _,_. . 

Dietuju/mengeahkan 

...................... 

Cara pergiran 

• Bidang diisi dengan lode relering berdasarha 
kegiatan diii dert.gen lode relering 
APBDeSO 

3 kola l diisi dengan nonor wrut 
4 kolon iii engen wraian berpa rinciea kebthan ala kegi0tar 
5. koleo 3 disi dergn volume da.pat berup iom.ah orang b@rang 
6 kolom 4 diis.i denan horga stan rag erupakqun besaran tntu.k merm.bar.a 

orang/ barong 
kelom S diisi dengon jumlah perk.a.lion antaralo.lo den@an kolo 



e 
° F 





D. Format Surat Permirtaan Pernbayarn (S' 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPPJ 

DESA ..• oo KECAMATAN ....o. 
TAHUN ANGGARAN ...... • 

I 8'dan1 . ., . 
egiataoooooooooo 

3. Waktu Pela4an.a.a 

Rineian Pendana.an 

PAGU 
PENCAIRAN PERMINTAAN 

JUMLAH 8IS4 
NO URAIAN ANGGARAN 

$.D. YG SEKARANO SAMAI DANA 
LALU L SAAT INI 

P 

JUMLAH 

....... , oangpl . 

Telah dilakukan verifiksd 

Sekretari Dea 

..................... 

Setuji untuk dibayark.an 

Pelaksaa egat.an 

.......... .. .. . 

Telah dibayar luas 



Petunjuk pengsa 

I Bidang diisi dergo lode nelerring berdaarka 
2 kegiatan diisi denan lode nekerning seso 

APBDes 

klasifikad kelook belanja des 
dengan wrutan legiotan dalam 

3 kolom ! dengan moor wrt 
4 olom diisi dergqn rineian pen.gg an dona see nenoon.a legiato 
$ 4olom die dergq rin.ciao peg do.a ergo.n car.a legato. 
6. Kolo 4 died dengqn rincian jmdah argqaron ang telah ibag sebelumna 
7 kolom disi den@an rincian gang di.in.takan nuke hibee. 
8 olom 6 di~si dengan jumlah p int@an darn.a spenis.eat ind 
9. Kolom 7 dist dengan sisa angora 



E Format Pernyat.aan Taen.ggang%rwab Belaonja 

PERNYATAAN TANGGUNGJA WAB BELANJA 

DESA...oo..KECAMATAN 

TAHUN ANGGARAN 

I El>dal\11 • • •• •••••• •• •• ••• • •• 
Kegatan. oooooooooooooo 

NO PE NERIMA URAIAN ��H 

' 2 3 4 

JUMLAH [Rp.) 

Bukti-bukt pengeharan at.au belonja terebut diat.as se egad terlarpir, ant. 
keelenkapan «lei.itr de pereni tu peraturan perundang 
undangan. 

. . 

.. . . .. . .. 

• biog tdiii dengon hoe relenng bend.eon Alosa lelook bean«de 
4 dist lee elem wrtale o. A/Dee 
olom l «di deg moor wet 

4. olorn di dengenpererime pen.bongo.a bi belle 
Solo dist den nwroan keperho beleg 
6#olo didst fur.dah blion, 

bani.kn.4eh doh le.etee.he 
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G. Format Lapora Realiai Pelakeanaan Angara Pendapatan da Belanja Des 
I. Lapora Realisasi pelakaraan Aggarae Pen.dapat.aon dae Belaja Deso 

(Semester Pertea 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER PERTAMA 
PEMERINTAH DESA............. 
TAHUN ANGGARAN...... 

KODE JUMLA JUMLAH LEBH 
REKENING URAIAN ANG&ARAN REALISAS KUANG KET 

(p l ( 
0p 

' 2 3 d 

' ; t ' Ai Des 

' ' ' Ha Usha 

[[l Swadey., Prti.ipea da 
otong Royon.g 

+] Lin-lain Pendapatan Asli 
Dea #ah 

l Penadopatan Transfer 
. -- - 

' t 21 Dea De 

' 22 Bagan dart hail pajak 
6retribusi daera.h 
kabpatenkot 

' 2\3 Aloi Dana Dea 

' 2'4 Bantuan euangn 

' 2\4 ' Bantu.a povind 

' 24 2 bantuan abu paten / Kot.a 

t 3 - de ten Lain lain ef . . 
t 3 ' Hibah dan Surbacgan dari 

pihak e- yang tidal 

t 32 Lain-lain fedapatan De 
yang9oh 

JUMLAH PENDAPATAN - 
2 BELANJA 
2 ' Bidang Pengelengroan 

Pemerintaho Des 
2 ' 'I engasilan Tetap da 

Tunjangan 



2 l 1 ' Belanja Pegarwa 
Peeghaslan Tetap epala 
Des.a dan t 

Tanja.ngan epala Desa 
dan t 
Tunjorgan BPD - 2 ' 2 Opet ' ma Perkatoa 

2 ' 2 2 Belanja Ba.rang dan as.a 1 - Alat Tulis Kantor 
Benda Pos 
- Pakaan Dina dfan 

Atribut 
Palaia Dina.s 

Alat dan Bahan 
Kebersihan . lanan Dina • 

] Pemehiharan 
- Air, Listik,dasn Tel 

Honor 
• d•t ....................... 

2 ' 2 3 z° Komp ter 
- Meia dan Kursi 
- Mein T 
• dat ......................... 

" ta 1 3 Operlo.PD 
ta 1 32 elanja lorn.g d • 

- ATK 

" 
Peng#and«a 
Koruri Ra t l 

" " - - ···-------- .... - .... 
t% ' 

� on.ow 7w >; • t% Belanja Barang dan ha 

" � 
- ATK 
Pen 

" 
Komsumsi Ra t 

" 
- dst . .......................... 

2 2 Bidang elaken.. 
Perbagu.a Des 

2 2 ' perbekan Salure [rigas.i 
2 2 ' 2 Belanja arang daon jar 

- U iKe 
Honor 

• dat .................... 
2 2 t 3 Belanja Modal 

Semen ' 



]- Material 

- dst..ooo 

' 2 2 2 Pergaspal.an jala.n des.a 
2 2 2l2 belanja arang dan Jasa 

-t . 
Honor 
dst . .. • ... . . 

........ .. 
% 2 2 3 Belanja Modal 
r azz hf 
r - dat ...........•... r 
2 2 3 Kegit.an... .......... ...... 

... .. 
f 

I Bidang Per.bra.on z..%. 31 ' Ketentran de eteriban 
2 3 ' 2 Be barang dan ha 

- Honor elatih 
Konsumi 
- Beahan Pelatihan 
• d•l ...•................. 

' 2 2 �, .. = ........................ 3, Bidang Pemberdaya.an 

' a3, ' egiatan elatihaen epeal 
Dea dan Peran.at 

2 • ' 2 Be . 
a Baran.g dan ha 

- Honor latih 
- Konsumsi 
- Bahan pelathan 
• do< ...•...........••.. 

Et Kegpatan • . .................. 
Bidang Take T 

' Kegiata Kejadiaon Lua 
Bia 

� �· ' 2 Belanja barang dan Jaa 
Honor tr 
Konsumnsi � 
+0bat-obatan 
dst ..................... 



2 5.2 Keg.atan ................ 

JUMLAH BELANJA 

� 

' 
SURPLUS / DEFISIT 

3 PEMBUAYAAN 1 3 ' Penerio 

�·' 
SILPA 

2 enc#ran Dana Cadang 

I°' Hal Kekayen Des.a fang 
di pi.ah.lean 
JUMLAH (RPy 

3 engehara ± en go - ~ 
3 21 peenbentule Dea 

Cadangan 
3 212 Pen Modal Desa 

JUMLAH (RP] 

DISETUJUI OLEH 
KEPALA DESA 

......................... 

TD 
{ ·············) 



• Lapora.n Realisasi Pelakanaan Angaraen Pend.apart.an dan Belacja De 
(Semester Akhr Tahun) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA 

SEMESTER AKHIR TAHUN 
PEMERINTAH DESA....»..... 
TAHUN ANGGARAN. .••• 

KODE JUMLAH JUMLAH LEBI/ KET. 

REKENI URAIAN ANOGARA REALISAS KURANG 

NG N ' (Rp 
(Rpl (p. 

' 2 3 4 

PINDAHAN SALDO 
(SEMESTER PERTAMA I 

' EE% ' ' ' ' ' Ha Usaha 
I l 2 Swadaya, Partiipas don 

Ooton 

' l 3 Lain lain Pendapaten Ali 

-+ Dea yang sa.h 

' 2 \ "-• :h,,.,n� . 

' 2 ' ' 2 2l Basia dari hail peak 
retribusi daerah /ewe IN 3 ..... ,.�ee.. 2 4 Bantuan 

!3 41/Bantua Provins 

' 2'4 2/Bantuan abpeaten f Kot j ' 3 Lain lain 

' 3 t Hibah dan Surbacogan dari 
pihake le3 yang tidak 

sh 
mega.at 

' Lain lain fedapaten Des 
yang sah 

JU MLAH PENDAPATAN 

2 ELANA 
2 I Biderg Pen ' groan 

emerintaha Des 



2 ' 'I Penghaslain Tetap dan 
Tunjangan 

2 ' ' ' Belanja Pegerwi 
Penghaslaan Tetap epala 

Desa dan Per • 
unjangan epala Des 

5 
dan et 

- Tunjangan BPD 
2 Operas.ion Perea.ntoran 

2 ' 2 2/Belanja Barang dan Jae 

� 

- Alt Tulis Kantor 
- Benda Pos 
Paaian Dina.s dfan 

Atribut 
- Pakaian Dina 

Alat dan Bahan 
Kebersihan [-ne. a bias T 

- Pemehihara.an 
Air, Listnik,dassn 
Tele 
Honor 

- dM ...................... 

2 ' 2] 3] Belanja Modal 

" • Kot ter 
" Me dan Kursi 4 " - Mesi TI 
" • dat •. , ....................... 

" 2 1 3 Operiod 8D 
2 • 3 2Belanja lron. h. 

- ATK 
Peng#and«an 
- Konumsi Rap«at 
• dat ...... - ................. 

2 4 Operas.ion.ad RT/ RW 
2 1 4 Belanja a.rang dan Jar - 

- ATK 
+ pe 
Konsumsi Ra ' dst 

• .. 
r% 2 Bidang elaksanaan 

Peen.bangunan Dea 

l ' Perbeska Saluan lrigad 
2 2 ' 2 Belaja Laag dan jaa 

-U h Ke • 
Honor 



- ., ·dst... ........ 
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Lapirae I Peraturan Des.a 
Nomor ; •..•.• 
TentangLaporan Pertaonggangarwabeaon 

Realiai Pelakanaa A4PBDes 
fabun Angara.n • 
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Lampirae II Peraturan Des -- ..... 
Tentang Lapora.n Kekaya.an Milk Des 
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LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAI DENGAN 3I DESEMBER 20.. 
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, Sebelumnya 
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e. dt. 
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b Matera 
c dt 
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1. nveta. Perra.en 

• Penyertaan Modal Pereriotah De 
2 Aet Tetap . Tuna.h . pee lutan daen Mein 

• Oedung dan bongo.an 
• ah,harngaon don lot 
• dt 

3. Dana Cada#an . De Cad.argon 
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II KEWAJIBAN JANOKA PENDEK 
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Penielasan tabet 

I Aset desa adalah barang milik desa gang berasal dari kekaryamn asli de.sa, 
dibeli atau dieroleh at'as be ban Ang9ran Pendapatan dan Belanja Desq 
atau perole han hak laina gang sah 

2 Lang kas adalah uang muilike Pemerrintah De a, batik gang disimpan di 
Benda hara Desa m@pun di releming kas des 

3 Piutang Desa adalah tagihan ang desa lepada pihake gang mengelola 
keko@an des, atara lain berpa tanah, gedung ahg diharopkan akan 
dilunarsi dalam walt paling lama I (satuu tahun anggaran sejal 
ditetapkannya erjasama terse but 

4. Persediaan adala.h sat le#aa.an berupa barong milik pemerintah des 
yang dinilai dengan uang baik berup weng kertas mrpn srat berharge 
dalam periode normal, antara lain kerrtas segel, materai, deposit0, giro. 

5. Aset Desa tidak lanoar me hiputi penertaan modal peerintah desa dan aset 
etap milk des antara lain tanah, peralatan dan resin, gedung dan 
banguna, jalan, jaringan dan in.stalaet 

6. Dana cadagan adalah dana yang disis.kan untuk menampng kebutuhan 
gang memerlukan dana gang relatif besar gang tidlake dapat dipenuhui dalarm 
sat tahun anggaroan 

7 Kewajiban adalah tang gag tin bl karena adana pinjam.an oleh 
emerintah 

8. Kekaaan bersih adalah selisih antara aset den keatban pemerintah desa 

Terlait dengan a.ngka7, bahrwa dalam AP'Dea khvauwyaped per biav«an tidle 
dibuka pelung untuke pinpan 
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